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BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKMS SISTEM PEMBAYARAN GAJI PEJABAT NEC'}ARA,
PI}yIPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SERTA PEGAWAI NECERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABLIPATEN HAIMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{AESA

BT]PATI HALMAHERA BARAT,

bahr,r,a untuk melaksanakan pengelolaan gaji PNS yang melipLrti
pembayaran ga1i induk PNS. rapelikekurangan gaji PNS, gaji
terusan, gaji susulan, gaji bulan ke-13 serta PNS,dipandang perlr-r
Lnltllk rnenyuslrn sllatu petunjuk teknis tentang pembavaran ga;i
Pejabat Negara, Pinrpinan dan Anggota Dewan Perlr.akilan Rakyat
Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertin-rbargan pada hurr,rf a, perlu mernbentuk
Peraturan Rupati teniang Petunjuk Teknis Sistem Pembayaran Caji
Pejabat Negara. Pirnpinan dan Anggota Der,yan Perr.vakilan Rakyat
Daerah serta Pegawai Negeri Siptl, di Lingkungan Pemerintal-r
Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Fenetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tal-u-rn 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerai-r
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-r"rndang;
lJndang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabr-rpaten Buru dan l(abupaten Maluktr
Tenggara Barat:
Llndang-undang Nornor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabr-rpaten I-lalmahera \Jtara, Kabupaten Halmahera Seiatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Malukr-r Utara;
Urrdang-undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Repr"rblik Indonesia Tahun 2014 Nomor'
6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nontor 5494).

Undang-undang Nomor 23 Talrur 2014 tentang Peinerintahan Daeralr
(Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20 l4 Nomor 244, Tarnbalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telalr
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahur
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahul
2014 tentang Pernerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Taliun 2Al5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
IndonesiaNomor56?9);
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Menetapkan.

6 Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200-5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 45 7 5);

i Peraturan Penterintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Infonnasi Keuangan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia l'ahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomorl 10, Tambahan Lernbaran Negara Nomor -51 5-5),

I' Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Stanclar Akuntansi Pemerintahan
(Lemtraran Negara Republik Indonesia T'ahun 2010 Nomor l23,Tambahar.rlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 20i9 tentang Pengelolaat Keuangan Daerah
(Lernbaran Negara Repriblik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42.'fambahan Lembalal
Negara Republik lndonesia Nomor 5332).

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pernerintah Berbasis Akmal Pada Pemenntah Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2013 Nornor lr425);

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 77 Tahur 2020 tentang Pedoman Teknis
Pen gelol aan Keuan gan Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNiS SISTEM
PEMBAYARAN GAJI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANCGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PE,GAWAI NIEGERI
SIPIL DI LiNGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN HALMAHERA
BARAT

BAB i
KETENTUAN LMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hahnahera Barat.
2 Pejabat Negara adalah Gubernur. Wakil Gubernur, BupatiilVali kota dan Wakil Bupati/Wali

Kota serla pejabat negara lainnya yang ditentirkan oleh perattiran perundan-e-undangan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disrngkat DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
-5. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah selanjufnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerair yang dibahas dan disetujLri bersama Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah.

6. Badan Pengelola Keuangan Daerahyang selanjutnya disinglat BPKD adalah Badari Pengelola
Keuangan Daerah atar-r dengan nafira lainnya yang bertindak selaku Satuan Keria Pengelola
Keuangan Daerah(SKPKD).

7. Organisasi Perangtr<at Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah sel aku Pen gguna An ggaran/Pen ggllna Barang.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenr:hi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Pegalvai Negeri Sipil secara
tetap oleh Pejabat Per.nbina Kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerair vang selanjutny'a disingkat PPKD adaiah Kepala Satuan
Ker.1a Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang
mempllnvai tugas tnelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umunr
Daerah.
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10.

11.

Bendairara Umum Daerah adalair yang selanjutnya disingkat BUD adalah ppKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BtiD adalah pejabat yang
diberi kuasa nntuk rnelaksanakan sebagian tugas BUD.

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnrra disingkat pA adalah pejabat pemegang kewenangan
peilgguoa anggarall untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daeral ling
dipirnpinn-v-a.

l -r. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalali pejabat yang diberi kuasa
untuk tnelaksanakan sebagian kewenangan penggulla at"tggaran dalam melaksanakal
sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
Pejabat Penatattsahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PpK- SKpD adalal
pejabat yang rnelaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daeralr
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerali yang selanjutnya disilgkat
DPA-SKPD adaiah dokumen yang melnuat Pendapatan, Belarrja dan Pernbiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oreh pengguna anggaran.
Surat Penyediaan Dana yang selarrjutnya disingkat SPD adalah Dokurnen yang rnenyatakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar ienerbitan srrat
perintahpembayaran.
Surat Pennintaan Pernbayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yalg
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan pennintaan pembayaran.
Srrat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokruren yang
digunakanlditerbitkan oleh Pejabat Penggrura Anggaran/Kuasa Pengguna Anggararr untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA-SKpD
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokurnen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan
SPM
Rekening Kas Umum Daerah yang selan-jutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penvimparlan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan rnembayar seiuruh pengeluaran daerah.
(iaji adalah hak pegawai yang diterirna dan dinyatalian clalam bentuk uang sebagai imbaian
dari pernberi kerya kepada pegar,var yang ditetapkan dan dibayarkan ,o.n,,.ut suatu perjarrjian
kerj a, kesepakatan atau peraturan perundan g-undangan.
Tunjangan adalah Pernbayaran )'ang dilakukan secara teratur kepa<la karyawan 1,ang
dibayarkan bersamaan dengan gaji.
RapellKekurangan Gaji adaiah selisih antara gaji ynpg clibayar"kan dengan gaji yang
seharusnva diterima PNS berdasarkan peratr-rran/strat keputusan yang d4adikan sebagal
dasar pernbayaran gaji PNS yang bersangkutan.
Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepacla ahli rvaris dari PNS yang rneninggal
dunia/tewas sebesar penghasilan terakhir pNS yang bersangkutan.
Surat Keterangan Penghentian Pernbaysran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat
keterangan tentang penghentian pembavaran gali terhitung rnulai bulan dihentikannya
pembayaranilva yang dibuat/diterbitkan oleh BPKD atas pegawai yang pindah atau pensiurr
berdasarkan surat keterargan yang diterbitkan oleh BKN atau perreiirltul, provinsr,,kota
danlatau kabupaten.
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BAB II
KOMPONEN GATI

Pasal 2

(l) Kornponen gaji Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) terdiri dari.
gaj i pokolvuang representasi;
turrjangan keluarga;
tunjangan beras;
tunjangan jabatan;
tunjangan PPh/ tunjangan khusus;
Pernbulatan gaji;

g. Iuran asuransi kesehatan;
h. Tunjangan jaminan kecelakaan ker1a,
i. Tunjangan jaminan kematian;

(2) Kornponen gaji Bupati dan Wakil Bupati dikenakan potongan:
a. iuran wajib sebesar 10o/o (sepuluir persen) dihitung dari gaji pokok ditarnbah turlangan

keluarga untuk program yarlg dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO), terdiri dari:
l. 3,250,6 (tiga korna dua puluh lirna persen) untLrk progr arn tabnngan haritua;
z 4,75oh (ernpat koma tujuh puiuh rima persen) untuk progmm

tanungan hari tua (THT);
3. 2 o/o (d::La persen) turtuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh BpJS Kesehatan

b. jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kernatian yang besaran
j umlahnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.

e. Potongan Pembulatan gaji jika diperiukan.
(3) Komponen gaji untuk pimpina* dan a,ggota DPRD terdiri dar.i:

a gaji pokok/uang representasi;
b. tunjangan keluarga,
c. turrjangan beras:
d. tunjanganjabatan;
e. turyangan pajak
{. uangpaket;
g. iuran asuransi kesehatan;
h. tunjangan panitia musyawarah;
i. nrnjangarr kolnisi;
j tun.iangan panitia anggaran:
k. tunjangan badan kehonnatan;
i. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
m. tunjangan pemmahan;
n. uarig jasa pengabdian;
o. belanja penunjang operasional pirnpinan DpRD,
p. funjangan transportasi:
q. hrnjangan reses;
r. tunjangan jaminan kematian;
s. ttmjangan jaminat kecelakaan ker'1a;
t. belanja penunjang komunikasr insentif pimpinan dan anggota DpRD.

(4) Kornponen gaji pimpinan dan anggota DPRD dikenakan potongan:
a. iuran kesehatan 39'o (tiga persen) dariAPBD,
b. 2% (dua persen) untuk iuran keseiratan yang dipotong dari gajipokok

(5) Kornponen gaji PNS terdiri dari:
gaji pokok;
tunjangan keluarga;
tun-jangan beras:
tunj an gan j ab atarr,-Jfun gs i onalium um ;
tunjangan pajak;
i uran asuransi kesehatan;
tLrnj angan j aminan kematian;
tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
pernbulatan gaji.
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j Komponen gaji PNS dikenakan porongan:
a. iuran wajib pegawai bagi PNS aktif untuk prog'am yang dikelola oleh PT TASPEN

(PERSERO), terdiri dari:
l. 3,25oA (tiga koma dua puluh lirna persen) untuk program tabungan hari tua(THT);
2 4,75o/o (erapat koma tLrjuh puluh lirna persen) urtuk program

peusiun;

b. 2ah (dua persen) untllk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleli BP"TS Kesehatan iuran
wajib pegawai bagi PNS tidak aktif/meninggal dunia sebesar 2oto (.dta persen) dihitung
untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;

c. Potongan 0,24 (nol koma dLra puluh empat persen) dari gaji pokok untuk Jaminan
Kecelakaan Kerja dan potongan 0,729/a (nol korna tujuh puluh dua persen) dari gaii pokok
untuk Jaminan Kematian.

d. Fotongan tabungan pemmahan (taperurn) sebesar:
l. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) bagi PNS golongan I;
2 Rp 5.000,00 (lima ribu nrprah) bagi PNS golongan II;
3. Rp. 7.000"00 (tujuh ribu rupiah) bagi PNS golongan III; dan
4. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribrL rupiah) bagi PNS golongar IV.

e. Potongan Pembulatan gajijika diperlukan.

BAB IlI
GAJI INDUK, RAPEL/KEKLIRANGAN GAJI, GAII TERUSAN, GAII SUSULAN, GAJI

BULAN KETIGA BELAS DAN TT]NJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

(l) Kepada seseorang yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan
gaji induk sebesar 80 ?/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok berdasarkan golongan ruang-
yang dibuktikan dengan Surat Penryataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

(2) Pemba,t/aran gaji sebesar 100 9/o (seratus persen) dilakukan apabila CPNS tersebut telah
diangkat sebagai PNS, .vang dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengangkatan
sebagai PNS.

(3) Gaji [nduk PNS dibayarkan tiap tanggal 1 bulan berkenaan.
(4) Bagi CPNS, gaji dibayarkan pada bulan dimana tanggal SPMT adalah tanggal I atari tanggai

pada hari pefiama pada bulan berkenaan.
(5) Pembayaran gaji dilaksanakan secara langsung kepada masing-masing PNS, dengan sistem

pembayaran melalui rekening bank rnasing- masing PNS.
(6) Pembayaran gaji induk untuk pegawai dititipkan ke luar Kabupaten Halmahera Barat, gaji

irrduk dibayarkan oleh Kabupaten Hahnahera Barat, tanpa tunjangau
um umi fun g si on allstr Lrktural.

(7) PNS yang rnenjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) tidak berhak atas pembayaran
gaji induk.

Pasal 4

Rapelikekurangan gaji dibayarkan apabila terdapat selisih antara gaji PNS yang diba-varkan
dengan surat keputusan tentang kenaikan gaji dan/atau ada peraturan tentang pemberian rapel
kepada PNS.

Pasal 5

11) Gaji terusan ru:ttuk PNS yang meninggal dunia dibayalkan sebesar penghasilan terakhir PNS
yang bersangkutan" selama 4 (empat)bulan.

(2) Gaji terusan dibayarkan mulai bulan berikutnya dari tanggal meninggalnya PNS

Yangbersangkutan' 
Pasal 6

(l) Pennintaan gaji susulan disusun dalam suatu daltar tersendiri/terpisah daridaftar gajiinduk.

{2) Permintaan gaji susulan dilarnpirkan dengan fotocopy gaji terakhir yang dibayarkan oleh
instansi asal, surat keputusan terkait pemindahan gaji tersebut dan surat kematian yang
dikeluarkan ol eh instansiberw'enang.
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(2)

{-l) Gaji susttlan dibayar-kan bersatnaan der.rgar gaji induk dalarn bulan berkenaan.

Pasal 7

(1) Perangkat daerah menyalnpaikan Laporan pengernbalian kelebihan ga-ji kepada BpKD selaku
PPKD setiap triwulan diserlai dengan fotocopy bukti setor pengembalian kelebihan
pembayaran gaji ke RKUD.

(2) Laporan pengembalian kelebihan ga3i disanrpaikan secara triwulan, TriwLrlan I disarnpaikan
tanggal l5 (lima belas) April, Trirvulan I disarnpaikan tanggai 15 (lirna belas) Juli. Triivulan
III disampaikan tanggal tanggal 15 (lirna belas) Oktober dan Triwulan IV disaurpaikan
tanggal 15 (lirna belas) Januari atau tanggal berikutnya jika tanggal 15 (lima beias)
menrpakan hari libur.

(3) Bagi perangkat daeralr yang tidak terdapat kelebihan pernbayaran gaji, laporan kelebi6an
pernbayaran ga.1i diisi NIHIL.

(4) Format iaporan pengernbaliaii kelebihan gaji terdiri dari kolom Narna.rNlp, keterangan
pengembal ian serlaj urn I ah.

BAB IV
SKPP

Pasal8

I I) Jenis-jenis SKPP terdiri dari SKPP pensiun, SKPP rneninggal duriia dan SKpp untrik
pegawai _vang pindah keluar dari Kabupaten l{ahnahera Barat.
Persyaratan pengajuan SKPP:
a. urrtuk PNS yang perrsiun:

1. Fotocopy SK Pangkat/Jabatan terakhir 1 (satu)lembar;
2. SKPensiun;
3. Fotocopy daftar gaji bular terahhir 1 (satu)lernbar;
4. Kartu Keluarga(KK)"
5. Surat Pengantar dari perangkat daerahbersangkutan.

b. untuk PNS yang meninggal dunia:
l. Fotocopy SKiJabatan terakirir 1 (satu)iernbar;
2. Surat Kematian yang dikeluarkan instansi terkait l (satn)rembar;
3. Fotocopy daftar gaji bulan terakhir 1 (satu)lembar;
4. Karlu Keluarga(KK);
5. Surat Pengantar dari perangkat daerahbersangkutan.

c. untuk PNS yang pindah keluar dari Kabupaten Halmahera Barat:
1. Fotocopy SKlJabatan terakhir I (satu)lernbar;
2. SK pindah tugas I (satLr)lernbar;
3. Fotocopy daftar gaji bulan terakhir 1 (satu)lernbar;
4. Kartu Keluarga(KK);
5. Surat Pengantar dari perangkat daerahbersangkutan.

Perangkat daerah nrengajukan berkas persvaratan sKpp kepada KepalaBpKD.
Pengelola daftar gaji kabupten memperoses SKPP rnelalui aplikasi SKPP pada aplikasi
sirngaji PT. TASPEN(PERSERO).
SKKP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, yang diperuntukan bagi PT. TASPEN (PERSERO),
Perangkat daerah yang bersangkutan dan bagi pNS yang rnengurusSKpp.
SKPP ditandatangani oleh KepalaBPKD.
SKPP bagi pegarvai yatg pensiun darlatau meninggal dunia ditembuskan kepacla pT.
TASPEN (PERSERO), perangkat daerah yang bersangkutan serla pembuat diftar gaji
perangkatdaerah.

(8) SKPP bagi pegawai yang mutasi ke daerah lain ditembuskan kepada PT. TASPEN
(PERSERO), Kepala Daerah tempat tujuan mutasi, Badan Kepegarvaian Daerali Kabupaten
Halmahera Barat, Badan Kepegar.r'aian tempat trljuan, perangkat daerah asal clan pernbuat
daftar gaji perangkat daerah.

(3)
(4)

(s)

(6)
(7)
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BAR V
KETENTUA}{ PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belurn cukup diatur dalarn Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaamya akan
diatur lebih laniut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan
tetap berpedotnan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tsAB VI
PENUTUP
Pasal i0

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahr"rirya, melnerintalrkan pengundangan Peratrran Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di: .lailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2A22

BUPATI HALMAHERA B

JAMES UA]\G

Diundanglian di Jailolo
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

%
ivr. SYAHTL ABD RADJAK

lllill'I'A DAERAH KilB{-iPA'iliN HAL\{AH|:.:1U BAIAT- TAHLTN 2022 NOl,iOR I

Ass. Bid. Adm. Umum

n

{x


